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Abstrak:  

Isu global mengenai jaminan kredit dan hak tanggungan telah menjadi perhatian 

besar dalam dunia perbankan dan sektor keuangan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan dalam proses 

eksekusi jaminan tanah dan bangunan terkait wanprestasi debitur. Latar 

belakang penelitian ini adalah pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur 

dalam menjalankan hak eksekutorial atas jaminan yang dijaminkan oleh debitur. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan 

analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU 

No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hak eksekutorial atas sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan 

hukum yang kuat jika prosedur eksekusi memenuhi syarat hukum yang diatur 

dalam UU Hak Tanggungan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa 

kreditur dapat melaksanakan hak eksekusi terhadap jaminan tanpa melibatkan 

pengadilan, selama proses eksekusi sesuai dengan peraturan hukum yang 

berlaku. 
 

Kata Kunci: hak tanggungan, eksekusi jaminan, kreditur, debitur, wanprestasi, 

sertifikat hak tanggungan 

 

Abstract:  
This study aims to analyze the legal force of the mortgage certificate in the 

process of executing collateral on land and buildings in relation to the debtor's 

default. The background of this research is the importance of legal protection 
for creditors in exercising their executorial rights over the collateral pledged by 

the debtor. The research method used is a normative juridical approach, with 
an analysis of the relevant laws and regulations, particularly Law No. 4 of 1996 

concerning Mortgages. The results of the study indicate that the executorial 

rights over the mortgage certificate have strong legal force, provided that the 

execution procedure complies with the legal requirements set forth in the 

Mortgage Law. The conclusion of this research is that creditors can exercise 
their right to execute the collateral without involving the court, as long as the 

execution process follows the applicable legal regulations. 
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Pendahuluan 
Isu global mengenai jaminan kredit dan hak tanggungan telah menjadi perhatian 

besar dalam dunia perbankan dan sektor keuangan (Dagher & Kazimov, 2015). Dengan 

meningkatnya volume transaksi ekonomi global, semakin banyak entitas yang 

bergantung pada fasilitas kredit sebagai sumber modal untuk mengembangkan usaha 

(Kshetri, 2016). Di berbagai negara, pengaturan hukum terkait jaminan kredit 

memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Hak tanggungan sebagai 

bentuk jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur menjadi instrumen utama 

yang digunakan untuk menjamin pembayaran utang jika terjadi wanprestasi (Calomiris 

et al., 2017). Perlindungan hukum bagi kreditur melalui eksekusi hak tanggungan sangat 

penting dalam memastikan bahwa perjanjian utang-piutang dapat berjalan dengan lancer 

(Cho et al., 2014). Fenomena global ini menekankan pentingnya memiliki sistem hukum 

yang efektif untuk mengatur eksekusi jaminan kredit, terutama dalam kasus tanah dan 

bangunan (Meier et al., 2021). 

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

menjadi kerangka hukum utama yang mengatur mengenai pemberian hak tanggungan 

atas tanah dan bangunan. Namun, dalam praktiknya, eksekusi hak tanggungan sering 

kali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika debitur dinyatakan wanprestasi. 

Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah ketidakseimbangan perlindungan 

hukum antara kreditur dan debitur dalam proses eksekusi. Meskipun hak tanggungan 

memberikan kreditur kekuasaan untuk mengeksekusi jaminan tanpa harus melalui 

pengadilan, pelaksanaan eksekusi ini sering kali terhambat oleh masalah administrasi, 

peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten, dan keberatan dari debitur. Hal ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat merugikan kreditur. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan 

eksekusi hak tanggungan di Indonesia antara lain adalah kurangnya pemahaman debitur 

mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian kredit, serta lemahnya mekanisme 

penegakan hukum terkait eksekusi jaminan (Rahmawati & Rukmana, 2022). Dalam 

banyak kasus, debitur yang mengalami kesulitan keuangan tidak mampu memenuhi 

kewajibannya tepat waktu, sehingga mengakibatkan wanprestasi. Di sisi lain, kreditur 
sering kali harus menghadapi proses hukum yang panjang dan berlarut-larut untuk 

mengeksekusi jaminan yang dijanjikan, terutama ketika debitur mencoba untuk 

menggugat atau menunda proses eksekusi melalui jalur hukum (Calomiris et al., 2017). 

Dampak dari faktor-faktor tersebut sangat signifikan bagi kedua belah pihak. 

Bagi kreditur, ketidakpastian dalam proses eksekusi dapat mengakibatkan kerugian 

finansial yang besar, karena kredit yang diberikan tidak dapat dikembalikan tepat 

waktu. Hal ini tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan kreditur, tetapi juga dapat 

mempengaruhi likuiditas bank atau lembaga keuangan lainnya. Di sisi lain, bagi debitur, 

proses eksekusi yang tidak transparan atau tidak adil dapat menimbulkan rasa 

ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada. Pada akhirnya, 
ketidakseimbangan ini dapat menciptakan situasi di mana kedua belah pihak merasa 
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dirugikan, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap lembaga keuangan dan sistem 

hukum. 

Lebih rinci, variabel utama yang diambil dalam penelitian ini adalah kekuatan 

hukum eksekutorial atas sertifikat hak tanggungan dan pelaksanaan eksekusi terhadap 

barang jaminan. Sertifikat hak tanggungan memberikan kekuatan hukum bagi kreditur 

untuk mengeksekusi jaminan jika debitur wanprestasi, namun proses eksekusi tersebut 

harus memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur dalam perundang-undangan (Milonas, 

2017). Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 mengatur bahwa kreditur memiliki hak untuk 

mengeksekusi objek hak tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan 

umum. Namun, dalam praktiknya, proses eksekusi sering kali menghadapi berbagai 

hambatan, baik dari segi administrasi, teknis, maupun hukum. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji sejauh mana sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial 

dalam menyelesaikan masalah kredit macet dan bagaimana proses eksekusi dapat 

dilakukan secara efisien sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kekuatan hukum 

sertifikat hak tanggungan dalam konteks eksekusi jaminan tanah dan bangunan di 

Indonesia. Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang telah membahas hak 

tanggungan, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan fokus pada hambatan-

hambatan praktis yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi. Penelitian ini juga 

memberikan tinjauan kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan 

mengusulkan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur, sekaligus 

memastikan bahwa debitur mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses eksekusi. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan 

kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan di Indonesia. Ketidakpastian 

yang sering kali muncul dalam proses eksekusi tidak hanya merugikan kreditur, tetapi 

juga dapat mengganggu stabilitas sektor perbankan dan keuangan secara keseluruhan. 

Dengan meningkatnya jumlah kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit, penting untuk 

memastikan bahwa sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi 

semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

signifikan dalam memperkuat kerangka hukum yang ada, sehingga proses eksekusi hak 

tanggungan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan adil. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan hukum eksekutorial 

sertifikat hak tanggungan dalam proses eksekusi jaminan tanah dan bangunan. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang sering 

kali muncul dalam pelaksanaan eksekusi, serta mengusulkan solusi yang dapat 

memperbaiki mekanisme eksekusi yang ada. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat 

ditemukan cara-cara untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi dalam proses 

eksekusi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kreditur, debitur, 

dan sektor keuangan secara keseluruhan. 

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

literatur mengenai hak tanggungan dan eksekusi jaminan di Indonesia. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi para akademisi dan praktisi 

hukum mengenai kekuatan hukum sertifikat hak tanggungan dalam konteks eksekusi 
jaminan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

yang berguna bagi lembaga keuangan, bank, dan pihak-pihak terkait dalam 
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meningkatkan proses eksekusi jaminan. Dengan adanya rekomendasi tersebut, 

diharapkan proses eksekusi dapat berjalan dengan lebih lancar, cepat, dan efisien, 

sehingga dapat meminimalkan kerugian bagi kreditur dan memastikan bahwa hak-hak 

debitur terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif 

(Castleberry & Nolen, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang 

mendalam mengenai kekuatan hukum eksekutorial sertifikat hak tanggungan dalam 

proses eksekusi jaminan tanah dan bangunan, khususnya dalam konteks perjanjian 

antara kreditur dan debitur di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada studi kasus 

spesifik, di mana data diolah dan dianalisis secara komprehensif untuk memahami 

berbagai aspek yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Tujuan 

utama dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan situasi faktual yang terjadi di 

lapangan dan memberikan rekomendasi praktis yang dapat membantu memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh para pelaku industri perbankan dan keuangan. 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan bahwa Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi dan keuangan di 

Indonesia. Sebagai pusat bisnis, banyak lembaga perbankan dan keuangan yang 

beroperasi di wilayah ini, yang sering kali berhadapan dengan permasalahan terkait 

eksekusi hak tanggungan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini dimulai pada awal tahun 

2023 dan berlangsung selama kurang lebih enam bulan, mencakup pengumpulan data 

primer dan sekunder, wawancara dengan para ahli hukum, serta analisis terhadap kasus-

kasus eksekusi yang telah terjadi. 

Penelitian ini menyangkut beberapa aspek yang berkaitan dengan eksekusi hak 

tanggungan, termasuk aspek hukum, administrasi, dan teknis. Secara khusus, penelitian 

ini menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, diterapkan dalam 

praktik eksekusi jaminan. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan faktor-faktor 

sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

proses eksekusi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada kajian 

hukum semata, tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih luas yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan eksekusi jaminan di lapangan. 

Populasi penelitian ini terdiri dari lembaga-lembaga perbankan dan lembaga 
pembiayaan non-bank di Jakarta yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberian kredit 

dengan jaminan hak tanggungan. Dari populasi ini, dipilih sampel yang representatif, 

yaitu sejumlah lembaga keuangan yang telah menghadapi kasus wanprestasi dari debitur 

dan terlibat dalam proses eksekusi jaminan. Sampel dipilih secara purposive berdasarkan 

kriteria tertentu, seperti keterlibatan lembaga keuangan dalam kasus-kasus eksekusi 

jaminan tanah dan bangunan yang telah dipublikasikan, serta ketersediaan data terkait 

proses eksekusi yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai 

dinamika yang terjadi dalam proses eksekusi hak tanggungan di Indonesia. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 
mendalam dan studi dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan para ahli 
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hukum, praktisi perbankan, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses 

eksekusi, seperti notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Wawancara bertujuan 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, serta pandangan dari berbagai 

pihak mengenai bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam praktik. Selain 

wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumen untuk menganalisis data 

sekunder yang berasal dari putusan pengadilan, laporan kasus, serta peraturan 

perundang-undangan yang relevan. Dokumen-dokumen ini dianalisis secara sistematis 

untuk memahami pola dan tren yang muncul dalam kasus-kasus eksekusi hak 

tanggungan di Indonesia. 

Strategi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini dirancang untuk 

memunculkan solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan pelaksanaan eksekusi 

hak tanggungan. Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengidentifikasi 

hambatan-hambatan utama yang sering kali muncul dalam proses eksekusi, baik dari sisi 

regulasi maupun dari aspek teknis di lapangan. Dengan melakukan analisis terhadap 

kasus-kasus yang telah terjadi, penelitian ini mampu menggali informasi mengenai 

prosedur eksekusi yang berhasil maupun yang gagal, serta faktor-faktor yang 

berkontribusi terhadap hasil tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan 

bagaimana interaksi antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga (seperti lembaga peradilan 

dan notaris) dapat mempengaruhi keberhasilan eksekusi. 

Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan perbandingan data yang diperoleh dari berbagai 

sumber, seperti wawancara, studi dokumen, dan observasi, untuk memastikan bahwa 

data yang dianalisis akurat dan dapat diandalkan. Dengan menggunakan triangulasi, 

penelitian ini dapat meminimalisir bias yang mungkin timbul dari penggunaan satu 

metode pengumpulan data saja, sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan dapat 

dijadikan dasar dalam merumuskan rekomendasi yang relevan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, di 

mana data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber diorganisir, dikategorikan, dan 

dianalisis secara sistematis. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu proses 

pemilahan dan penyederhanaan data yang tidak relevan dengan fokus penelitian. Setelah 

itu, data yang relevan disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan secara rinci 

bagaimana proses eksekusi hak tanggungan dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, serta 

apa saja kendala yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Langkah terakhir adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana hasil analisis data diverifikasi dengan teori 

dan peraturan yang ada untuk memastikan kesesuaian antara temuan penelitian dan 

kerangka hukum yang berlaku. 

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan solusi yang aplikatif bagi para pelaku industri perbankan dan keuangan 

dalam menghadapi permasalahan eksekusi hak tanggungan. Selain itu, penelitian ini 

juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dalam bidang 

hukum jaminan di Indonesia, khususnya terkait dengan kekuatan eksekutorial dari 

sertifikat hak tanggungan. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan 

dapat membantu para pembuat kebijakan untuk memperbaiki mekanisme eksekusi 
jaminan, sehingga dapat tercipta sistem yang lebih adil dan efisien bagi semua pihak 

yang terlibat. 
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Dengan demikian, penelitian ini dirancang tidak hanya untuk memahami 

permasalahan yang ada, tetapi juga untuk memberikan solusi yang konkret yang dapat 

diimplementasikan dalam praktik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi 

secara langsung dalam meningkatkan kepastian hukum dalam eksekusi hak tanggungan, 

sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur dan debitur dalam 

menjalankan kewajiban dan hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

Hasil  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kekuatan hukum eksekutorial atas 

sertifikat hak tanggungan dalam proses eksekusi jaminan tanah dan bangunan, terutama 

dalam konteks perjanjian antara kreditur dan debitur di Indonesia. Studi ini berfokus 

pada kasus-kasus eksekusi yang terjadi di Jakarta sebagai pusat ekonomi dan keuangan. 

Jakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi wilayah yang paling banyak 

melakukan transaksi kredit dengan jaminan tanah dan bangunan, serta menghadapi 

banyak kasus wanprestasi terkait perjanjian kredit. Penelitian ini melibatkan beberapa 

lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga pembiayaan non-bank, yang aktif dalam 

pemberian kredit berbasis hak tanggungan. 

Penelitian ini dilakukan selama periode enam bulan, di mana data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, termasuk 

perwakilan lembaga keuangan, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), notaris, dan ahli 

hukum yang memahami seluk-beluk hak tanggungan. Selain itu, studi dokumen juga 

dilakukan untuk menganalisis kasus-kasus pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi 

hak tanggungan. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif bagaimana pelaksanaan 

eksekusi hak tanggungan berjalan dalam praktik, serta tantangan-tantangan yang 

dihadapi oleh kreditur ketika debitur wanprestasi. 

1. Gambaran Spesifik Variabel Penelitian 

Variabel utama dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum eksekutorial 

sertifikat hak tanggungan dan implementasinya dalam proses eksekusi jaminan. 

Hak tanggungan merupakan bentuk jaminan yang dibebankan pada tanah dan 

bangunan yang dimiliki debitur sebagai jaminan kredit kepada kreditur. Sertifikat 

hak tanggungan memberikan kekuatan hukum bagi kreditur untuk mengeksekusi 

jaminan tersebut jika debitur wanprestasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (He et al., 2021). 

Dalam penelitian ini, variabel yang dikaji mencakup beberapa aspek: 

a. Proses pengikatan hak tanggungan – Bagaimana sertifikat hak tanggungan 

diberikan, apa saja yang menjadi syarat sah, dan prosedur administrasi yang 

harus ditempuh. 

b. Eksekusi hak tanggungan – Proses eksekusi hak tanggungan jika terjadi 

wanprestasi, termasuk bagaimana eksekusi dilakukan (melalui pelelangan 

umum atau penjualan di bawah tangan) dan bagaimana keputusan pengadilan 

mempengaruhi eksekusi. 
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c. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi – Faktor-faktor 

yang menghambat kelancaran proses eksekusi, baik dari sisi regulasi, teknis, 

maupun administrasi. 

 

2. Jumlah Data yang Dipakai 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan 10 narasumber 

yang berasal dari lembaga keuangan (bank dan lembaga pembiayaan non-bank), 

notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan ahli hukum. Para narasumber 

dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam menangani kasus-kasus eksekusi 

hak tanggungan dan pemahaman mereka tentang implementasi peraturan yang 

berlaku. 

Selain data primer, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum 

yang terkait dengan proses eksekusi hak tanggungan, termasuk putusan 

pengadilan, laporan kasus, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dari 

studi dokumen ini, peneliti mengkaji 15 kasus eksekusi yang melibatkan kreditur 

dan debitur di Jakarta selama lima tahun terakhir. Analisis terhadap dokumen ini 

memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola dan tren yang muncul 

dalam proses eksekusi, serta bagaimana keputusan pengadilan mempengaruhi 

pelaksanaan hak eksekutorial. 

 

3. Temuan Penelitian 

Berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini 

menemukan beberapa poin penting terkait dengan kekuatan hukum eksekutorial 

sertifikat hak tanggungan dan pelaksanaan eksekusi jaminan tanah dan bangunan. 

Temuan-temuan ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Proses Pengikatan Hak Tanggungan dan Kekuatan Hukum Sertifikat 

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa proses pengikatan 

hak tanggungan, mulai dari pembuatan akta hingga penerbitan sertifikat hak 

tanggungan, sering kali menghadapi kendala administratif yang memperlambat 

pelaksanaannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan telah mengatur secara jelas prosedur pengikatan hak tanggungan, 

dalam praktiknya masih banyak hambatan yang muncul, terutama terkait dengan 

keterlambatan pendaftaran sertifikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan. 

Temuan lainnya adalah bahwa meskipun sertifikat hak tanggungan 

memberikan kekuatan hukum yang kuat kepada kreditur untuk mengeksekusi 

jaminan, masih ada ketidaksepahaman di antara para pelaku hukum mengenai 

prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam beberapa 

kasus, debitur menggugat kreditur dengan alasan bahwa proses eksekusi tidak 

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur dan sering kali mengakibatkan 

penundaan dalam pelaksanaan eksekusi. 

b.  Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan 

Salah satu hambatan terbesar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 
bahwa banyak kreditur yang mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan 

tanah dan bangunan, terutama karena keberatan dari debitur. Dalam banyak 



Kekuatan Hukum Eksekutorial Atas Sertifikat Hak Tangungan Terhadap Barang Sita Jaminan 

Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perjanjian Kreditur dan Debitur| 1636 

 

ISSN: 3031-0512 ; E-ISSN: 3032-2723   Jurnal Inovasi Global 

kasus, debitur yang dinyatakan wanprestasi menggunakan jalur hukum untuk 

menunda proses eksekusi, baik dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau 

melalui upaya hukum lainnya. Hal ini membuat proses eksekusi menjadi lebih 

panjang dan berlarut-larut, sehingga kreditur tidak dapat segera mendapatkan 

pelunasan utang dari hasil penjualan jaminan. 

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa prosedur pelelangan umum, 

yang diatur sebagai metode utama eksekusi hak tanggungan, sering kali tidak 

efisien. Banyak kreditur yang lebih memilih menggunakan metode penjualan di 

bawah tangan, karena prosedur pelelangan umum sering kali memakan waktu 

lama dan melibatkan biaya yang cukup besar (Bugmann et al., 2022). Namun, 

penjualan di bawah tangan juga memiliki risiko tersendiri, terutama terkait 

dengan persetujuan dari debitur yang sering kali sulit diperoleh. 

c. Pengaruh Keputusan Pengadilan terhadap Eksekusi 

Dari analisis terhadap 15 kasus pengadilan yang dikaji dalam penelitian ini, 

ditemukan bahwa keputusan pengadilan memiliki pengaruh besar terhadap 

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Dalam beberapa kasus, pengadilan 

memutuskan untuk menunda eksekusi dengan alasan bahwa proses administrasi 

belum lengkap, atau bahwa debitur masih memiliki hak untuk mempertahankan 

jaminan. Keputusan semacam ini menimbulkan frustrasi bagi kreditur, karena 

mereka harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pelunasan utang. 

Namun, dalam beberapa kasus lain, pengadilan mendukung hak kreditur untuk 

mengeksekusi jaminan secara langsung, terutama jika debitur dinyatakan 

wanprestasi secara jelas dan prosedur eksekusi telah sesuai dengan ketentuan 

hukum. 

d. Rekomendasi untuk Memperbaiki Proses Eksekusi 

Berdasarkan temuan-temuan di atas, penelitian ini memberikan beberapa 

rekomendasi untuk memperbaiki proses eksekusi hak tanggungan di Indonesia. 

Pertama, perlu adanya perbaikan dalam prosedur administrasi terkait penerbitan 

dan pendaftaran sertifikat hak tanggungan (Sesana & Salvalai, 2018). 

Keterlambatan dalam proses ini sering kali menjadi hambatan utama dalam 

pelaksanaan eksekusi, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih efisien untuk 

memastikan bahwa sertifikat hak tanggungan dapat segera diterbitkan dan 

didaftarkan. 

Kedua, perlu adanya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan 

yang mengatur eksekusi hak tanggungan dengan praktik di lapangan (Cvik & 

Pelikánová, 2016). Banyak kreditur dan debitur yang merasa bahwa peraturan 

yang ada saat ini masih ambigu dan sulit untuk diterapkan dalam praktik. Dengan 

adanya harmonisasi peraturan, diharapkan proses eksekusi dapat berjalan lebih 

lancar dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

Ketiga, prosedur pelelangan umum perlu diperbaiki agar lebih efisien dan 

transparan. Banyak kreditur yang merasa bahwa pelelangan umum sering kali 

tidak memberikan hasil yang memuaskan, baik dari segi waktu maupun biaya. 

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam mekanisme pelelangan agar lebih 

cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kreditur dan debitur. 
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4. Jawaban atas Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini telah berhasil menjawab beberapa pertanyaan utama yang 

menjadi fokus kajian. Pertama, terkait dengan kekuatan hukum eksekutorial 

sertifikat hak tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan tanah dan 

bangunan, penelitian ini menemukan bahwa sertifikat hak tanggungan memang 

memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, dalam praktiknya, 

pelaksanaan eksekusi sering kali menghadapi berbagai kendala administratif dan 

teknis yang dapat memperlambat proses tersebut. Hambatan-hambatan ini muncul 

akibat kurangnya sinkronisasi antara regulasi yang ada dan penerapannya di 

lapangan. 

Kedua, hambatan yang sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan meliputi ketidakpastian hukum yang mengaburkan prosedur 

pelaksanaan eksekusi, keberatan dari pihak debitur, serta masalah-masalah terkait 

prosedur administrasi yang belum efisien. Faktor-faktor ini memperpanjang waktu 

eksekusi dan membuat proses lebih rumit, yang pada akhirnya merugikan kreditur 

yang seharusnya mendapatkan pelunasan utang dari hasil eksekusi jaminan. 

Ketiga, penelitian ini juga menemukan bahwa keputusan pengadilan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan. Keputusan pengadilan bisa berfungsi untuk mempercepat atau 

menunda pelaksanaan eksekusi, tergantung pada apakah proses eksekusi tersebut 

telah mengikuti prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Jika prosedur 

dilaksanakan dengan benar, pengadilan cenderung mendukung hak kreditur untuk 

mengeksekusi jaminan. Namun, jika terdapat ketidaksesuaian dalam prosedur, 

pengadilan sering kali memutuskan untuk menunda eksekusi hingga semua syarat 

terpenuhi. 

Dengan temuan-temuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki proses eksekusi hak tanggungan di 

Indonesia. 

 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kekuatan hukum eksekutorial sertifikat 

hak tanggungan dalam konteks pelaksanaan eksekusi jaminan tanah dan bangunan di 

Indonesia, serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. 

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memberikan 

perspektif baru mengenai tantangan dalam eksekusi hak tanggungan, yang melibatkan 

kendala administratif, teknis, dan hukum. Pada bagian ini, pembahasan akan berfokus 

pada urgensi masalah, penyebab utama hambatan, solusi yang diusulkan, dan dampak 

yang dapat dihasilkan jika sistem eksekusi dijalankan secara optimal. Selain itu, hasil 

penelitian ini akan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang telah dibahas 

dalam latar belakang untuk menilai kebaruan (novelty) yang dihasilkan oleh penelitian 

ini. 

 

1. Urgensi Penelitian 

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Indonesia masih menghadapi 

berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya, baik dari sisi regulasi maupun 



Kekuatan Hukum Eksekutorial Atas Sertifikat Hak Tangungan Terhadap Barang Sita Jaminan 

Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perjanjian Kreditur dan Debitur| 1638 

 

ISSN: 3031-0512 ; E-ISSN: 3032-2723   Jurnal Inovasi Global 

praktik di lapangan. Urgensi penelitian ini muncul dari pentingnya memberikan 

kepastian hukum kepada kreditur dalam melaksanakan haknya untuk 

mengeksekusi jaminan ketika debitur wanprestasi. Dengan meningkatnya volume 

kredit di sektor perbankan dan non-perbankan, penyelesaian masalah wanprestasi 

menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari segi hukum. 

Ketika kreditur tidak mampu mengeksekusi jaminan secara efektif, ini tidak hanya 

berdampak pada kerugian finansial bagi kreditur, tetapi juga dapat mengguncang 

stabilitas ekonomi secara lebih luas. 

Dalam konteks ini, eksekusi hak tanggungan seharusnya menjadi instrumen 

yang memberikan perlindungan kepada kreditur dan memungkinkan mereka 

mendapatkan kembali aset yang dijaminkan tanpa perlu terlibat dalam proses 

hukum yang panjang dan berlarut-larut. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa 

eksekusi hak tanggungan sering kali tidak berjalan sesuai harapan, dengan 

berbagai masalah yang menghambat implementasinya di lapangan. Oleh karena 

itu, penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan yang ada dan 

mengusulkan solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas eksekusi 

hak tanggungan di Indonesia. 

 

2. Penyebab Hambatan dalam Eksekusi Hak Tanggungan 

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu hambatan terbesar dalam eksekusi 

hak tanggungan adalah ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh adanya 

perbedaan interpretasi terhadap prosedur eksekusi. Sertifikat hak tanggungan 

seharusnya memberikan kekuatan hukum yang kuat kepada kreditur untuk 

mengeksekusi jaminan tanpa perlu melalui proses pengadilan, namun dalam 

praktiknya, kreditur sering kali dihadapkan pada keberatan dari debitur yang 

menggunakan celah hukum untuk menunda atau menggagalkan eksekusi. Debitur 

yang merasa dirugikan sering kali menggugat proses eksekusi, yang pada akhirnya 

menunda pelaksanaan eksekusi dan memperpanjang waktu yang diperlukan bagi 

kreditur untuk mendapatkan kembali asetnya. 

Prosedur administrasi yang rumit juga menjadi hambatan lain dalam 

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Penelitian ini menemukan bahwa banyak 

kreditur mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan karena adanya masalah 

administratif yang terkait dengan pendaftaran sertifikat hak tanggungan di Kantor 

Pertanahan. Keterlambatan dalam proses administrasi ini sering kali menjadi 

penyebab utama penundaan dalam eksekusi jaminan, karena kreditur tidak dapat 

mengeksekusi jaminan sebelum seluruh prosedur administrasi selesai. Masalah 

teknis lain yang dihadapi adalah kurangnya sinkronisasi antara lembaga peradilan, 

notaris, dan PPAT dalam menangani kasus-kasus eksekusi hak tanggungan. 

Selain itu, prosedur pelelangan umum yang diatur sebagai metode utama 

eksekusi hak tanggungan sering kali dianggap tidak efisien. Banyak kreditur yang 

lebih memilih menggunakan metode penjualan di bawah tangan, yang meskipun 

lebih cepat, memiliki risiko tersendiri karena memerlukan persetujuan dari debitur. 

Namun, persetujuan ini sering kali sulit diperoleh, sehingga menambah hambatan 

dalam pelaksanaan eksekusi. 
 



1639 | Irwana Onassis 

 

ISSN: 3031-0512 ; E-ISSN: 3032-2723   Jurnal Inovasi Global 

3. Solusi untuk Mengatasi Hambatan 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi, penelitian 

ini memberikan beberapa rekomendasi penting. Pertama, diperlukan perbaikan 

dalam regulasi yang mengatur eksekusi hak tanggungan, khususnya terkait 

prosedur administrasi dan teknis yang harus ditempuh. Prosedur pendaftaran 

sertifikat hak tanggungan di Kantor Pertanahan perlu disederhanakan agar proses 

eksekusi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Perbaikan dalam prosedur 

administrasi ini akan sangat membantu dalam mengurangi penundaan yang sering 

kali menjadi penghalang utama dalam eksekusi jaminan. 

Kedua, perlu ada harmonisasi antara peraturan yang mengatur hak 

tanggungan dengan praktik di lapangan. Banyak kreditur dan debitur yang merasa 

bahwa peraturan yang ada masih ambigu dan tidak sepenuhnya dapat diterapkan 

dalam praktik. Harmonisasi ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk 

lembaga peradilan, notaris, PPAT, dan lembaga perbankan, untuk memastikan 

bahwa prosedur eksekusi dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Ketiga, prosedur pelelangan umum perlu diperbaiki agar lebih efisien dan 

transparan. Kreditur sering kali merasa bahwa pelelangan umum memakan waktu 

terlalu lama dan melibatkan biaya yang besar, sehingga mereka lebih memilih 

metode penjualan di bawah tangan. Dengan perbaikan dalam mekanisme 

pelelangan, proses ini dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum 

yang lebih besar bagi kreditur dan debitur. 

 

4. Impact dari Pelaksanaan yang Efektif 

Jika solusi-solusi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat 

diimplementasikan, dampak yang dihasilkan akan sangat signifikan. Pertama, 

dengan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, 

kreditur akan merasa lebih terlindungi dalam menjalankan haknya untuk 

mengeksekusi jaminan. Kepastian ini akan meningkatkan kepercayaan kreditur 

terhadap sistem hukum yang ada, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kredit 

di sektor perbankan dan non-perbankan. Kreditur yang merasa terlindungi akan 

lebih bersedia untuk memberikan pinjaman dengan jaminan hak tanggungan, yang 

pada akhirnya akan berdampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan 

(Shan et al., 2019). 

Kedua, efisiensi dalam prosedur administrasi dan teknis akan mengurangi 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses eksekusi, sehingga kreditur 

dapat segera mendapatkan pelunasan utang dari hasil penjualan jaminan (Liu et al., 

2016). Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh kreditur, tetapi juga oleh debitur, 

karena proses yang lebih cepat dan transparan akan memberikan kepastian bagi 

mereka dalam menjalankan kewajiban utangnya. 

Ketiga, perbaikan dalam prosedur pelelangan umum akan memberikan 

alternatif yang lebih baik bagi kreditur dalam mengeksekusi jaminan. Proses 

pelelangan yang lebih transparan dan efisien akan memastikan bahwa aset jaminan 

dapat dijual dengan harga yang wajar, sehingga kreditur dapat mendapatkan 

pelunasan yang sesuai dengan nilai jaminan yang diberikan (Naboureh et al., 
2022). Hal ini juga akan mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam proses 

eksekusi, seperti penjualan aset dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. 



Kekuatan Hukum Eksekutorial Atas Sertifikat Hak Tangungan Terhadap Barang Sita Jaminan 

Tanah dan Bangunan Berdasarkan Perjanjian Kreditur dan Debitur| 1640 

 

ISSN: 3031-0512 ; E-ISSN: 3032-2723   Jurnal Inovasi Global 

 

5. Komparasi dengan Penelitian Terdahulu 

Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas 

dalam latar belakang, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam 

memahami kekuatan hukum eksekutorial sertifikat hak tanggungan. Banyak 

penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada aspek normatif dari hak 

tanggungan, yaitu bagaimana sertifikat hak tanggungan memberikan kekuatan 

hukum kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan. Namun, penelitian ini 

memberikan perspektif baru dengan fokus pada hambatan-hambatan praktis yang 

dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan. 

Novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai kendala 

administratif dan teknis yang sering kali menghambat proses eksekusi, serta 

bagaimana keputusan pengadilan mempengaruhi pelaksanaan hak eksekutorial. 

Dalam penelitian terdahulu, hambatan-hambatan ini jarang dibahas secara rinci, 

sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam mengidentifikasi 

masalah-masalah yang sering kali diabaikan dalam pelaksanaan hak tanggungan. 

Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat 

diimplementasikan untuk memperbaiki mekanisme eksekusi hak tanggungan, yang 

tidak banyak ditemukan dalam penelitian sebelumnya. 

Dalam penelitian terdahulu, prosedur pelelangan umum dianggap sebagai 

metode yang paling efektif untuk mengeksekusi jaminan. Namun, penelitian ini 

menunjukkan bahwa banyak kreditur yang lebih memilih metode penjualan di 

bawah tangan karena prosedur pelelangan umum dianggap tidak efisien. Hal ini 

menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan perspektif baru yang lebih sesuai 

dengan praktik di lapangan, dan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dalam sistem 

eksekusi hak tanggungan di masa depan. 

 

Kesimpulan 
Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak tanggungan 

memiliki kekuatan hukum yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai 

hambatan yang perlu diatasi. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah praktis yang sering kali dihadapi dalam proses 

eksekusi hak tanggungan, serta memberikan solusi yang dapat diimplementasikan untuk 

memperbaiki sistem yang ada. Dengan perbaikan dalam prosedur administrasi, teknis, 

dan regulasi, diharapkan eksekusi hak tanggungan dapat berjalan lebih efisien dan 

memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi semua pihak yang terlibat. 
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